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Sudah menjadz keluhan Hnum,
bahwa badan—badan peradzl&n dalam
_prakteknya, belum meiaksamakan.

ingasnya dengan sebaik- bazknya
yakni. membenkaﬁ kepumsan yang
samata-mata befdasarkan kebenar&n,
keadﬁan dan kejujumn ‘yang bebas

dari tekanan-tes{anan atan pengaruh

dari tuar, ataupun bebas darsi perbuat-
an-perbuatan hakim vang tidak ter-
cela, Karena i sebagxan besar ang-
gota masyarakat, menilai ‘bahwa
keadilan ‘masih sangat -mahal, ‘dan
hanya mungkin diperoleh oleh oran g
yang tergolong ekonomi kuat. Mulai
dengan urusan polisi sampai kepada
minta bantuan hukum kepada peng-
acara, berurusan dengan jaksa, bah-
kan .dengan hakim seringkali
memerlukan biaya (overhead CO8Es)
yang cukup besar. Isu mafia per-
adilan yang belakangan ini semakin
ramai - dibicarakan berbagai kalang-
an, merupzkan bukti kongkrit dari
mahal dan serba rumitnya proses
penyelenggaraan peradilan. Banyak
putusan pengadilan vang tidak di-
laksanakan oleh yang wajib, terma-
suk oleh kalangan Pemerintah {ekse-

*) Penulis adalah Ajen Peneliti Madya Bidang
Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional,
Departemen Kehakiman RI, di Jokarta.

kutif) membuat para pencan keadnl— _
an . ﬁan seiumh masyamkat peesma
negara. hukum dan’ keadlian merasa
kecewa, sinis dan putus asa, kar&m_
kemenangan perkara mereka sering-
kali hanyadi atas kertas, karena puti-
san hakim tzdak dﬂaksanakan {ekse-
kusx) 'oleh fihak vang dmyatakan
kalah oleh pengadilan, Padahal
uniuk mempeljuangkan hak tersebut
melalui- “pengadilan, mercka temh
menghabiskan biaya besar dan me-
lalgi cobaan batin yang cukup berat
pula, Itnlah sebabnya sebagian
masyarakat lebih' suka mencari.
penyeiesamn (Gi luar ‘badan- b&dan
pengadilan, mzsalnya dengan neg@a—
sasi dan kompmma arbitrase, bankan
sampai ke penagih hutang melali
kekuasaan (“debt collectors™), Uniuk
mengaiasi hal-hal tersebut di atas
periu diadakan penelitian agar dapat
mengetahui fakior-fakior penyebab
dan kendala-kendala proses peradil-
an yang bersih, cepat, efisien, efekiif
dan adil. Sehingga dengan demikian
dapat ditemukan cara untuk meng-
atasinya, serta kebijaksanaan atan
perubahan apa yang diperiukan vntuk
lebih mempercepat proses peradilan
vang dapat lebih memenuhi kebutzh-
an pencari keadilan dalam negara
hukvem Republik Indonesia.



Distorsi Pandangan Masyarakat
Terhadap Pengadilan

Bdakhamah Agung mencanang-
kan gerakan kembali ke hukum dan
kembali ke negara hukum, sebagai
upaya menegakkan kewibawaan hu-
kym dan peradilan, Manian Keiua
Makhamah Agung RI, Purwoio 5.
Gandasubrata mengakui : bahwa
&%ﬁﬁanr-aﬁur ini, kewibawaan hukum
dan peradﬂan sei‘mg d:peimasa}ah»
kan Beberapa perkara yang cukup
a&:mal dan vokal vang dianggap
m&syara}cat tidak atau kurang Iurus,
hingga muncul istilah mafia per-
adilan vang dibantah secara iegas
oleh Jaksa Agung, Singgih, S.H.
beberapa wakin laln. Terlepas dari
kadar kebenaran anggapan itu,
keadaannya telah berkembang se-
demikian rupa, sehingga masyarakat
juga menyangsikan sekiranya peng-
adilan menjatubkan keputusan yang
adil. Distorsi yang demikian itulah
yang harus segera dicegah. Karena
ita, kita sangat mendukung tekad
Makhamah Agung tersebut. Nada
keprihatinan yang sama juga di-
sampaikan oleh Jaksa Agung,
Singgih, S.H. pada Rapat Kerja Ke-
jaksaan Tahun 1994 beberapa waktu
laly, di aniaranya menyaiakan :
Kejaksaan kini tengah mengalami
cobaan yang berat dalam kaitan ma-
salah integritas kepribadian. Ia me-
ngajak semua aparat kejaksaan untuk
selalu mawas dirl serfa mampu
mengendalikan diri dengan men-
dalami, memahami serta mengamal-
kan secara nyata Tri Krama Adiyaksa

dan Kode Etik Tatzkrama Adiyaksa.

 Inti persoalannya menyangkut agar
proses peradilan sesuai demgan ke-

tenfuan hukum sebagaimana digaris-
kanroleh UU. No. 14 tahun 1970 ientang
Pokok-pokok Eckuasaan Kehaki-
man yang dalam pasalnya menyebut-
kan bahwa peradilan harus dilaksana-
kan dengan cepat, sederhana dan
biava ringan. Schingga dengan demx*
kian, prosedur hukum berpedamau
kepada kebenaran yang terbukii serta
keputusan pengadilan dijamahkan se-
suai dengan keadilan dan' rasa ke-
adilan. Secara negatif dihasratkan
agar proses pertimbangan dan ke-
putusan pengadilan tidak dipenga-
ruhi oleh bentuk iekanan apapun,

Lembaga Penyelesaian Semgketa

- Pembangunan aparatur hukum,
khususnya lembaga-lembaga hukum
yvang ielah dan mungkin dapatdiada-
kan negara univk menyclesaikan
sengketa yang timbul di dalam
masyarakat. Di lain-lain negara pada
saat ini dikenal beberapa bemntuk
tembaga hukum penyelesaian seng-
keta, vaitu : badan-badan pengadilan,
badan-badan arbitrase, badan-badan
mediasi dan konsiliasi, mini-trial, dan
lain-lain. Lembaga-lembaga peng-
adilan dan pemutusan perkara (con-
flict resolution) ini fumbuh, oleh ka-
rena asas negara hukum vyang ter-
penting menyatakan bahwa “riada
seorangpun boleh menghakimi per-
karanya sendiri”. Di samping iu,
uniuk mendapatkan gambaran yang
obyektif dan yang mendekati ke-
benaran, hakim atay wasit atau me-



dnamr konsﬁiator dan lam-iam hams
memegang teguh asas “qudi atalzemm
partem”. ‘atau kewaijan vk juga
mendengar pendapat. fihak lawan,
itulah’*’sebabnya baik peradilan,
- badan arbitrase alau konsuliasi ity

meﬂghadlrk&n “orang atay fihak ke-

tiga” untuk mendengar keﬁuhan dari
_kedua fiiak, agar dapat memumskan

-atau mendamaikan dengan cara se-
- - -fara - yaﬁg beram bahwa hanya &g

_ b&k—b&iknya

: UUB 1945 menegaskan bahwa
mgara Republﬁs: Indonesia“adalah
negara yang berdasarkan atag hukum
{(rechisstaat), tidak berdasark_an aias
kekuasaan belaka (machtsstaat).

Dengan ini fjimaksudkan bahwa di

dalam® Repubi;k Indonesia hukum
yang demokratis berdasarkan Panca-
sila'dan UUD 1945 harus diJunJung
tinggi, karena hukum nasional ‘kita
harus melandasi dan mengarahkan
segala perilaku masyarakai maupun
pemerintah di.dalam pembangunan
-negara,-bangsa dan masyarakat. Da-
lam pada itu masih ditegaskan pula
oleh pasal 27 ayat 1 UUD 1945, bahwa
hykum yang berdasarkan Pancasila
dan: UUD 1945 itu harus menjamin
kedudukan yang sama di dalam hu-
kum dan pemerintahan bagi segala
warga negara, serta wajib menjun-
jung hukum - dan pemerintahan it
dengan tidak ada kecualinya.

Dengan demikian, hak asasi
manusia, hukum nasional, maupun
hak seria kewajiban hukum warga
negara senantiasa harus dihayati,
diamalkan dan dijunjung tinggi oleh

senap penye%enggam negam s@%mp
lembaga kenegaraan dan zemhaga
kemayarakatan (di pusat maupun di
daerah) maupun oleh: Setiap anggﬁﬁ;a

masyarakat Indonesia, apapun status

sosial ekonomlnya, asal- usum?;gg
agamanya atan’ keiamnnnya Dalam
Garis-garis Besar Haluan- Neggm& '
(GBHN) 1993 tercantum puia, baliws
hukum nasional berwawasan nuss -

satu- sistem hukum bagi seluruh ke
pulauan nusantara ini yang mengahidi
pada kepentingan’ msnonal Dalam
kaitan inilah dan sesuai demg@z*’:@
kesimpulan-kesimpulan Seminar
Hukum Nasional ke VI yang di:
selenggarakan oleh Badan Pembing-
an Hukum Nasional di Jakarta pada
tanggal 25 s/d 29 Juli- 1994, pem
bangunan seria pembaharuan hekarm
menuju berfungsinya “Sistem Hukusn
Nasional” secara maniap pada akhir
PIP II harus dilaksanakan melabui
pembangunan : budaya hukuin, materi
atan substansi hukum, aparater hu-
kum, dan sarana dan prasamﬁa
hukum. -

Melaksanakan asas hukum Iebih
rumit dari main hakim sendiri atzu
memutuskan segala sesuatu di luar
proses hukum dan proses pengadilan.
Proses hukum memerlukan wakiu,
memerlukan penyidikan dan pensli-
tian, memerlukan adu fakta dan
argumen sampai keputusan peng-
adilan yang benar dan berkeadilan.
Masyarakat cenderung kurang sabar,
juga kecenderungan menuntut ma-
syarakat yang benar. Padahal proses



hukum memeriukan pembukiian yang
fanr,benax seiengkap—lengkapnya dan
bahkan di mata -masyarakat salah pun
masah dianggap tidak bersalah
sampai dibuktikan oleh }’eputusan

pengadilan (azas praduga tidak ber-

salah sebagalmana dijamin oleh UU.
Mo. 14 iahun 1970 yang lazim dikenal
dengan azas. presumption of inno-
cent)., Tidak terfutup kemungkinan,
@ahwa dema kepentingan yang se-
cara objekuf amﬂal iebih. besar
kemungkman gaja dztempuh asas
oportunitas. {menntup perkara demi
kepentingan umum) vang sedikit
banyak mendesak berlakunya secara
penuh asas kebenaran dan keadilan,

. Pemeriksaan dan-pemuiusan
perkara oleh badan-badan pengadilan
didasari oleh pasal 24 dan 25 UUD
1945 beserta penjelasannya yang
antara lain mencaniumkan, bahwa
“Kekuasaan Kehakiman dilakukan
olek sebuah Mahkamah Agung dan
lain-iair: badan kehakiman menurut
undang undang”. Penyelenggaraan
kekuasaan kehakiman tersebut di-
serahkan kepada badan-badan pera-
dilan dan ditetapkan dengan undang-
undang dengan tugas pokok untuk
menerima, memeriksa dan mengadili
seria menyelesaikan setiap perkara
yang @iajukan kepadanya dengan
memperhatikan ketenfuan asas-asas
peradilan, scbagaimana diteiapkan
dalam UU No. 14 tabun 1970 tentang
Pokok-pokok Kekuasaan XKehaki-
mai, UU No. 8 Tahun 1981 tentang
KUHAP, UU No. 14 Tahun 1986
tentang bahkamah Agung maupun

peraturan perundang-undangam lainnya,
seperii Reglemen Indonesia yang
diperbaharui atau yang dlkenal se-
bagai Het  Herziene In}a_n_dsch
Reglement atau HIR (Staatsblad
tahun 1541 No. 1951), yang berdasar-
kan pasal 6 ayat 1 UU Darurat No. 1
’I‘ahun 1951, dan Pasal I P@raturan
Perahhan UuUD 1945 dapat dnjadakan
pedeman teniang Acara. Per%cara

~Ketentuan Pokok chua_saan

- Kehakiman (UU No. 14/1970), antara

lain mengatur asas perlindungan
terhadap keluhuran harkat seria
martabat manusia, karena “Peradilan
(harus) dilakukan dengan cepat,

- sederhana dan biaya ringan seria

bebas, jujur dan tidak memihak, serta
diterapkan secara konsekuen. dalam
semua tingkat peradilan, di mana
pemeriksaan dan pembukfian harus
diusahakan secara sederhana (mu»
ngkm)

Namn’n, di dalam praktek,
peradilan yang harus memenuahi
harapan dari para pencari keddilan
yang selalu menghendaki peradilan
yang cepat, tepat, adil dan biaya ring-
an, lebih sering memperiihatkan
pemeriksaan dan acara berbelit-belit
yang dapai menyebabkan proses
pemeriksaan belangsung sampai
bertahun-tahun, sehingga kadang-
kadang perkaranya masih harus
dgilanjutkan oleh para ahli waris
pencari keadilan, serta membuiuh-
kan biaya yang tidak sedikit.

Hal ini dikemukakan uniuk
membuat tekad lebih besar seraya



~usaha vang b

menyadari dan memahami bahwa

prose 'Ejukum iy ber&ah-temah dan:

katena ity proses: @el&kmnaaﬂ 4835 -
hukum memmiuﬁqaﬁ -perhatian. sa“’m_-'
rkez,nambuﬁgan Jika..

: s@ii’iii“dkhif ind ﬁewm&wam hak_am

dan’ Deg adﬂcm dw@mi bukzmiah yang,

- a@rba m&ém;_é&zl Vang @erba Emm@w;
' casus belli”-nya, atan dada-_
1 zﬂ&mkan chtii Dieh éges&n';

ierpuji- s&ﬂwmgga ‘dicemaskan akan

melewati; .ambang . mlamnsn dan -

p{:ngerﬁ;;an masyamkai
K@E@;jamm Eks&m ‘%’mﬁmmmi '

Sudm Aﬁggapzm banwa pmses
pengaﬁxian dalam kasus kasus politik

dmengamha oleh kekuatan eksira_
yudisional. Sﬁmemam proses dan

perkara. nonmpohnk yanw perkara
pidana dan perdata dx;}engamhi oleh
gedaan iming-iming materi, Teriepas
dm Dbenar fidaknya anggapan itu,
akan menﬂpengaruhi secara negatif
perihal citra, wibawa dan kredibilitas
pengadilan, E’ada hal, pengadilan ada-
lah pilar sekajwus bentuk realisasi
asas hukum +dan negara hukum se-
bagaimana ditsgaskan dalam Panca-
sila dan UUD 1945. dengan perkataan
Iain, menegakkan wibawa hukum
dan pengadilan merupakan jalan
yang harus ditempub jika ingin me-
negakkan negara hukum.

Mawas diri, koreksi dan tekat
bersama menegakkan asas hukum
- dan negara hukum, menang men-
.~ jadi tanggung jawab masyarakat hu-

kum ‘akan dibuat }s"‘nh pemﬁ‘a Qmmg s
: ':--'bah‘%e;:m berbicara mengenaiera 1
m.&ja{ilﬂf& kasas %asus ya'lg Lﬁjak

kum. Tetapi jika i ingin perhasil, M{;aﬁ

itu. harusliah mmjadz tekad b@rsama, i
pamerzﬁmh dan . aparatya man‘;}'
ma@ydmm{ qerm lembagd Eembﬁga—

~mya;Momentum yang lebihsarat bai-
. wadalam 25 tahun o menﬁa@ang, dalam..

p&nady?@mbangunw Jangka ¥
jang Kedua, pa?akzﬁsandaﬁ Gan. %
wujudzm asas ikum: dan. mgdm 2

kum, zaman hokum, . Filgafai dan
konstitusi; negara  seperti. mwa:ﬁum L
dalam Pembukaan dan’ Batang-tubuh -
UUD 1945, secara tegas dan ekspli-
sit mengamanatkan asas hukum dan_
negara hukum. namun yang secara
konstitusional dan secara normatif ;
merupzkan pemerintal imperasif,
setiap kali kadar peiaksanaamya_f.
memeﬂukaﬂ tekad politik penguasa.
Inilah yang harus dxperi}aharua men-
Jadi iekad bersama, bahwa yang akan -
ditempuh adalah asas hukum dan
negara hukum, bahwa kekuasaan d@;n_'
kepentingan tunduk seria diatur dan
dikendalikan oleh asas hukum Ke-
mauan dan tekad politik e agar
menjadi kemauan dan iekad ber-
sama darl pemerintah dan aparatur-
nya seria dari masyarakai dan lemn-
baga- -lembaganya agar lebxh pasis_
dan kongisten.

GBHN 1993 mengamanatkan
pula bahwa dalam PJP II dan
dalam rangka memantapkan sistem

Jhukum nasional yang bersumber

pada Pancasila dan UUD 1545,
pembangunan hukum dizrahkan
untuk menghasilkan produk hukum



msmnal yang mampu mengatur
tugas ‘wipum . pemerintahan dan
penyelenggaraan pembangunan na-
'swnal ‘didukung oleh aparatur ho-
kam yang bersih, berwibawa, penui
Qengahdiam sadar dan-taat hukum.
Juga mempunyai 1asa keandalan se-
suai dengan kemanusiaan, seria yang
-prefes&onal efisien dan efekiif, di-
lengkapi sarana dan prasarana hukum

~ yang memadai. Perencanaan pem-

’ﬂenmkan serta penchtxan dan pe-
ngembangan hukum dan ilmu hukum
harus dilakukan secara terpadu da-
lam rangka mewujudkan Sistem Hu-
kum MNasional.

Daiam Repehta V1 digariskan
bahwa pembangunan hukum diarah-
kaa pada makin terwujudnya sistem
hukum nasional yang bersumber
pada Pancasila dan UUD 199435, yang
mencakup pembangunan materi
hukmn, aparatur hukum seria sarana
dan prasarana hukum dalam rangka
pembangunan negara hukum, untuk
menciptakan kehidupan masyarakat
yang aman dan tentram. Pemba-
ngunan hukum dilaksanakan melalui
pembaharuan hukum dengan tetap
memperhatikan kemajemukan fata-
nan hukum yang berlaku yang men-
cakup upaya untuk meningkatkan
kesadaran hukum, kepastian hukum,
perlindungan hukum, penegakan
hukum, dan pelayanan hukum yang
beriniikan keadilan dan kebenaran

dalam rangka penyelenggaraan .

negara yang makin tertib dan teratur,
seria penyelenggaraan pembangunan
nasional yang makin lancar.

Pada akhir PIP II keadaan yang
diinginkan di bidang pembangunan
hukum adalah terbentuk dan ber-
fungsinya Sistem Hukum Naswnal
yang manjap bersumberkan Panca-
sila dan UUD 1945 dan mantapmya
wibawa hukum. Namun dernikian,
pembangunan hukum haruslah tetap
memperhatikan kemajnan fatanan
hukum. Pembangunan hukum iuga
mengacu kepada wawasan nuszmt_ ra,
yang mengandung ‘pengertian. bah-
wa sulurnh kepulauan nusantara
merupakan satu kesatuan sistem hu-
kum dalam arii hanya sata -hukum
nasional yang mengabdi kepada
kepentingan nasional. Pembangun-
an di bidang hukum harus pula
memperkuat ketahanan nasional
sehingga semakin kukub. Dengan
memperhatikan hasii-hasil yang telah
dicapai selama Repelita I sampai de-
ngan Repelita V serta kebutuhan da-
iam iahap-iahap pembaﬁgunan yang
akan datang, maka i;eb:jaksanaan
yang telah digariskan dan langkah«
langkah yang telah ditetapkan, ke-
mudian dituangkan ke dalam pro-
gram-program pembangunan.

Usaha pengembangan hukum
beriumpu pada pemabaman hukum
yang bersifat normatif sosiologis
vang melihat hukum tidak hanya
sebagai kompleks kaidah dan asas
yang mengatur hubungan ranusia
dalam masyarakat ietapi juga meli-
puii lembaga-lembaga dan proses
yang diperlukan untuk mewujudkan
berlakunya hukum itu. Sejalan de-
ngan konsep tersebut maka fungsi



hu%:um dalam masyarakat -adalah
unmk tezwu;udnya ketembatan dan
.kepastzan sebagai. prasarana yang
harus ditujukan ke arah. ‘peningkatan
) -pembmaan kesatuan . hangsa, seria
--sebagax sarana. penunjang perkem-
-_'bangan modemlsas; dan pembangun—
an yang menyelumh ; e

-.:Tu_]uan hukum yang mempakaﬂ

'-_'%agkam yang: ndak terpzsahkan dari
@em&gam ‘sebagaimana ter-

_cantum dalam Pembukaan uuD: 1945
‘yang sekaligus juga ‘merupakan
pem;udan dari sila-sila Pancasila,
Cita-cita filsafat hukum yang . telah
dirumuskan oleh para pendiri
keaegaraan dalam konsep “Indonesia
‘adalah Negara Hukum” dan “Setiap
‘orang sama di depan hukum”, me-
ngandung arii, bahwa Indonesia se-
bagai negara yang berdasarkan atas
_hukum menentukan bahwa dalam
- hubungan antara hukum dan kekuasa-
an,; kekuasaan mnduk pada hukum
‘sebagai kunci kestabilan politik da-
fam masyarakat yang berkesinam-
bungan Persanaan kedudukan se-
tiap orang di hadapan hukum me-
nentukan bahwa hukum tidak mem-
bedanbedakan antara orang berdasar~
kan status sosial, kekuasaan, agama,
atau’ keturunan. Setiap orang men-
, dapat kesempatan yang sama untuk
mengajukan permasalahannya ke
depan hakim pengadilan, maupun
mendapatkan banfuan dan melaku-
kan pembelaan hukum di muka
pengadilan. Asas persamaan keduduk-
an di muka hukum ada yang melibat
banyak ketidak cocokan dengan

kenyamaﬂ di masyarakat dan ada p;ﬂa
yang melihat bahwa pcmbmaan :

.periakuan yang sama. dalam. kondssn_
‘yang berbeda adaiah sebuah keudak;

adilan juga sehmgga uniuk hal-hal-
tertentu adanya berbagai s‘uda masxh _
sangat diperlukan. Hukum éan_
kekuagaan dalam . kenyataan masm :
senng zadak saling me}.sngkapﬁ amara ;
Satu dengan yang iam Con .

Budaya hukum yang merupakan
mlm-mlax dan Sikap serta perilaku
anggota masyagakat dalam keiudupan :
hukum, tidak dapat dilepaskan dari
proses transformasi masyarakat' In-
donesia menuiu masyarakat modern-.
industrial berdasarkan UUD 1945 dan _
Pancasila dan oleh sebab ite ditun-
tui untuk membangun dirinya. Ba-
daya hukem ‘merupakan salah satu
komponen dari sistem hukum, yang
sekalipun tidak dinyatakan secara
eksplisit, oleh para penyusun UUD.
1945 telah dicantumkan dalam
penjelasannya. Budaya hukum lndo—
nesia tidak berdiri sendiri melamkan
merupakan fungsi-fungsi dari : sis-
tem perundang-undangan yang  be-
lum teriata dengan baik, baik dalam
hal adanya kekosongan-kekosongan,
maupun kualitasnya (adanya per-
undang-undangan kolonial); peng-
aruh-pengaruh dari sekior di luar
hukem; pengaruzh-pengaruh negatif
dari pembangunan ckonomi; peng-
hormatan terhadap lembaga-lembaga
hukum yang terasa semakin tidak
menggembirakan, seperti yang sering
disebut sebagai pelecehan hukum;
suasana global dari kehidupan kita.



CHukum suatu bangsa bersifat
“Emgsa seniris”, olehkarena itu wajar
‘gsémzaﬂﬁ bangsa Indonesia meng-
ajarkan “Sistem “Hukum Pancasila”
(SHF xs;a untuk mefiggamharkaﬂ ka-
z&?mz;s@%m ya. Kongep “rule of law”
d%i’%'i' sa yang akan datang meempu-
nyai watak iegzsme Jiberal, sehingza
ﬂﬂ%g ‘pencrapannya masih perlu
ﬁm%mskaﬁ {’imgeﬂ budava Indo-
i . Sebagai-suatu lanlasan filsatai
hukum nasional mempunyai fmmsz
mm if, vaiin. mengoreksi sendis
kesalahan-kesalahan yang dil ém%a;an
dalam prakick dan karena ile merupa-
kan suaty sistem yang secara siber-
netis senantiasa “membangun dirinya
sendiri”™ harus menuju kepada tujuan
masyarakat Pancasila adalab suvaiu
proses vang iidak pemah berhentl

v Perlu untuk dikembangkan ga-
gasan mengenai kualitas pemberian
keadilan (the dispension of justice)
yang lebih cocok dengan sistem hu-
kum Pancasila. Menata dan menm-
bangun kesadaran serta perilaku hu-
kum adalah membangun kehidupan
moral bangsa secara keseluruhan,
yang iidak bisa menunggu sampal
kesejahteraan hidup meningkat se-
cara subsiansial. Rendahnya ke-
sadaran hukum di Indonesia tidak
hanya dimiliki oleh rakyat saja,
akan tetapi jugs oleh penguasa.
Lemahnya kesadaran hokum di In-
donesia antara lain disebabkan;
kurangnya kepastian yang diberikan
oleh hukum yang berlaku; adanya
perlakuan yang berbeda terhadap
warga masyarakat; masih lemahnya

komitmen dari pihak pemnguasa
dalam pelaksanaan hukum ™ dalam
masyarakat. Perbedaan perilaku
hukum vang timbul dalam masya-
rakai tidak hanva dipengarohi “oleh
hukum saja, akan fetapi juga oleh
faktor-fakior lain, sepertd jﬁ?@ﬁdi{iﬂé—
an dan agama. Unink berlakunyza hu-
kum dalam magyarakat tidak saja
diperiukan landasan yang "%f*réif&%;
yuridis dan filosofis tetapi juga snat
fandasan yang bersifa wausiﬁgaﬁ,
sehingga hukum ity mempunyal
wibawa berlaku dalam masyaré@ém,

Langkah Penyelesaian ‘%’&:@g Sﬁg~
tematis '

Mengingai konsep fentang “rech-
isstaat” lebih banvak d%jxww oleh
pemikiran yang tumbuh dan he;’—
kembang 4i lvar Indonesia, ma‘xﬁ
dalam pelaksanazan 4i Indonesia a lma
perlu untuk mendapatkan dmr:u;agdn
dari budaya hukum Indonesia, se-
hingga konsep tersebut benar- benar
sesuai dengan warak dan corak In-
donesia. Pengembangan Sistern Hu-
kum Pancasila lidak hanya memeriu-
kan dukungan dari pemeriniah yang
persih dan berwibawa teiapi juga
oleh pemerintah yang “baik hati” yang
didasarkan pada supremasi moral.
Hai lain lagi vang berhubunszan de-
ngan budaya hukum Indonesia ada-
lah relatif masih rendahnya disiplin
bangsa.

Peningkatan sumber daya manu-
sia (SDM) di bidang hukum pada
dasarnya tidak hanya berkaitan de-
ngan nilai-nilai profesionalisme dan



};ﬁsejaw'aizm:'{é’amﬁramnﬂgs}; tetapi
Juga-semangar kejuangan dan bela
negara;  GBHN: merupakan dokumen
yang: ?iﬁeﬁ{ hanya memuat kebijakan
nasional; “ictapi; ;uga %m ‘dengan
nilaiy ﬂiﬂ:}&;@fi dan konsep. y:ﬁw men-
{ias&f derngan dimensi - Vangiiuas
Fa“‘aﬁga};an hukum {iaw: fﬁm@m,-u
it m} pada __&kﬁé«fai%yz mern
‘pen Pgakgm sistem nilai {f
cadasid “helakan
m%ﬁ}’ﬁhmi’? Diskresi-dalam Fﬁﬁ 24
kan hulun vang aktual skan ber
dampak ﬂsﬂg"‘ﬁ & nabila ﬁ»:j& (i~
pantaw denpan baik dan dijadikan
masakan dalam pembauran lukum
{E&W rai‘@m‘z 5 Eetentuan hukum Ez{é ak
hany ya merupakan pﬁxﬁn%a; Ima,
tetapi merupakan i?;v_ii"i,ili_i_‘c_ﬁ__ﬂ_ﬁ&ilﬁ“
an yang sarat dengan nilai-nilai hak-
hak asasi manusia. Kedudokan UUD
19«415 dan Pc,ﬂ}eidgaﬂnya Bangat stra-
iegis ﬁaidm pengembangm per-
undmg -undangan Indonesia, karena
mcneakup substansi tentang : lem-
baga negam dan hukum, cita hukum
dan Pancasila sebagai norma ter-
tinggi, .Walaupun _pembangunan
ekonomi yang cepalt menuntuf ter-
jadinya delegated legislation yang
dilakukan pemerintah sccara cepat,
namun dalani penyusunannya felap
harus dipegang feguh asas-asas
hukum yang berlaku.

Yurisprudensi merupakan ke-
butuhan yang fundamental untuk
melengkapi pelbagai peraturan
perundang-undangan dalam penerap-
an hukum, karena dalam sistem hu-
kum nasional memegang peranan

Eﬁﬁ'ﬁd ﬁ;@ﬁ%ém'

sebagai- sumbbr hukum, 'X‘anpa ym*s@-
mwim@a fung% ‘dan. }\eweuaﬂgaﬁ
peradilan sebagai pﬁla%ana@n ke
E«'ﬁ&a‘wn'%fﬁmkmam d.&pa? m“ﬁ’%?’«

2%@.&;} -%Sﬁﬁ&i dan'efektif,
%"%aﬁk@ uagmt ﬁm‘:m%aakm wibawa
bémf’% %;:a*ﬁzzﬁ peradilan, Ckarens
ara kcpaman'%@agw
osial dan’ pengays-

mag:: ;- :langkah yang
sigtemaiis fswmgkaikﬂ
teiap § @agaa sumbser
hukum nas ”@’@ai Asas kebebasun
hakim jangan 'di ph,;a@ﬁiamgkan de-
BEAN 3 amwﬁﬁg itsi, aeiam seﬁ:}agm

s&m?ﬁm hukum “nasional. " Asas Ka-
bebasan hakim menunjuk . pada
kebebasan hakim terhadap pengaruh
eksekutif,

- ‘Penataan dan pengembangan
lembaga hukum hendaknya diorien-
tasikan pada : pemantapan lembaga
hukum yang berfungsi pennh, man-
diri dan berwibawa; pemaniapan
perundang-undangan di bidang or-
ganisasi/profesi hukum dan pela-
yanan hukum (antara lain bidang
bantuan hukum, konsultan hukum
dan notaris); kemampuan menusi-
jang perkembangan masyarakat,
pembangunan nasional dan kerja-
sama iniernasional. Dalam rangka
menunjang kerjasamsz internasional
perlu diadakan lembaga khusus yang
mampu memberikan pelayanan
informasi hukum, misalnya di bidang
ckonomi mengenai “legal opinion™,
dan lain-lain. Untuk lebih memantap-



k&.ﬂ mgas dan ﬂmgsz lembaga»iem--

buga. hukum perlu dlkembangkan
foram; komumkasa antar dembaga
-_;psemgak hukum, pelayanan hukum,
Cdan. profesz hukum dalam  suasana
' 'ﬁw}ersamaan dengan prinsip saling
'_ﬁbmpercayaa ~dan menghormati
kedudukan masxng masing; dikem-
'_j-%’%ﬁgkan pendidikan . dan iatihan

.. bersama uniuk semua lembaga. pene—

/ ;g&% hukum ‘agar: ada Kesamaan per-
~8£Dsi di bidang peradﬂan dan penega-
%mﬁ hukum ‘Perlu -ditingkatkan ke-
mampuar. iembaga—lembaga hukum
uptuk - dapat berhubungan dengan
berpartisipasi dalam- dan meman-
fastkan Sistem Jaringan Dokumen-
iasi dan Informasi, Hukum.

Aparat.hukum (dalam arti luas)
ia&aiah pelaksana tugas penelitian,
pembentukan, pelayanan huokum
vang menghasilkan tindakan-tindak-
an maupun penegakan hukum yang
menimbulkan akibat hukum baik
secara faktual maupun dalam bentuk
kepuiusan-keputusan hukum dan
pelayanan/bantuan hukum lainnya.
Aparat hukum terdiri dari aparat hu-
kum dalam lingkup penyelenggaraan
tugas administrasi negara dan di luar

lingkup tersebut. Sistem pendmkan

bagi aparat hukum perlu. diorientasi-
kan -pada_kematangan dan’ ﬁcemam—
puan profesionalisme. Di- sampmg
i, perlu ditingkatkan fungsi peng-
awasan bagi aparat penegak hukum
dan tindakan fegas. terhadap. segala
penyimpangan, Manajemen hukum
meliputi hal-hal di bidang pcnelman
pembenmkan, peradilan, penerapan
dan-penegakan hukum, penyuluhan _
hukum, pelayanan-dan bantuan hu-
kum, pendidikan dan latihan. aparat
hukum. S

Dalam pembinaan pe_r_éd_il_an
yang masih perlu penyempurnaan
adalah dalam bidang organisasi,
landasan acara, kebebasan -hakim,
pelaksanaan putusan, hubungan dan
koordinasi antar lembaga panegak
hukum, dayaguna pemenksaan pei-
kara dan pemaniapan yuns@mdensz
sebagai salah satu sumber hukum.
Dalam bidang penerapan dan pene-
gakan hukum yang masx__h_p__qun
ditingkatkan adalah peran lembaga-
lembaga penegakan hukum non
pemerintah, antara lain lembaga
arbifrase, lembaga baniuan hukum,
lemabga konsiliasi.
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